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This study aims to determine the simultaneous and partial effects of transparency, 
competence, internal control systems and the use of accountability information 
technology to the village government in managing village funds. The sampling 
technique used in this study was purposive sampling, where the sample came from a 
source that was deliberately selected based on the criteria set by the researcher, so the 
sample in this study was 48 people in Barowila Village. Data collection techniques 
were carried out by means of a questionnaire. Data analysis used multiple linear 
regression analysis. The results of this study indicate that: 1) Transparency, 
competence, and the simultaneous use of information technology have a positive and 
significant effect on the accountability of the village government in managing village 
funds in Barowila; 2) Transparency has a positive and significant effect on the 
accountability of the village government in managing village funds in Barowila; 3) 
Competence has a positive and significant effect on the accountability of the village 
government in managing village funds in Barowila; 4) The use of information 
technology has a positive and significant effect on the accountability of the village 
government in managing village funds in Barowila Village. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial yaitu 
transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu dimana sampel berasal dari sumber 
yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti, sehingga 
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 Orang yang berada di Desa Barowila. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara angket kuesioner. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa : 1) Transparansi, kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara 
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa 
dalam pengelolaan dana Desa di Barowila; 2) Transparansi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di 
Barowila; 3) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 
pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa di Barowila; 4) Pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah Desa 
dalam pengelolaan dana Desa di Desa Barowila. 
 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini telah memposisikan Desa 
sebagai fokus utama pembangunan, salah satu 
upaya untuk meningkatkan pembangunan di 
sektor Desa yaitu dengan pemberian dana Desa 
langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri 
oleh masyarakat Desa untuk meningkatkan 
pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari 
pinggiran pedesaan. Keseriusan pemerintah 
dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di 
bidang pembangunan terutama peningkatan 
kualitas pelayanan pemerintahan dijajaran Desa 
dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana Desa 

yang diberikan pemerintah kepada seluruh desa 
yang ada di Indonesia. Total Dana Desa yang 
telah tersalur sejak tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2020 berjumlah Rp. 323.320.000.000.000,-
dari adanya kenaikan jumlah pengalokasian dana 
Desa maka setiap desa akan mengelola uang atau 
dana Desa secara mandiri sebesar Rp. 
500.000.000,- hingga Rp. 800.000.000,- per desa.  

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang di-
peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
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pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dalam PP Nomor 60 
Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber 
dari APBN dikemukakan bahwa dana Desa setiap 
kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah 
desa dan dialokasikan secara berkeadilan yaitu 
sebesar 90% dari dana Desa dialokasikan secara 
merata ke setiap desa dan 10% dihitung dengan 
memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan 
geografis desa. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai di-
sahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah 
sebelumnya melalui pembahasan selama kurang 
lebih 7 tahun oleh anggota legislative. Kelahiran 
Undang-Undang tentang Desa ini menggantikan 
peraturan tentang Desa yang tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan PP Nomor  72 Tahun 
2005 tentang Desa. Peraturan perundangan ter-
sebut merupakan political will dari pemerintah 
yang diharapkan akan membawa perubahan-
perubahan penting yang ditujukan untuk me-
ningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta 
meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan sebuah 
produk era reformasi yang menjadi bentuk awal 
kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Peme-
rintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan 
Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa 
jumlahnya cukup besar dan terus meningkat 
setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan 
Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, 
dibutuhkan kapasitas aparatur Desa yang handal 
dan sarana lainnya yang memadai agar 
pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan 
akuntabel. Berbagai peraturan tersebut tampak-
nya belum mampu mengembalikan pada 
eksistensi sejati Desa sebagai level pemerintahan 
terendah yang memiliki hak mengatur rumah 
tangganya sendiri dengan tanpa meninggalkan 
adat istiadat, pengaturan mengenai Desa ter-
sebut belum dapat mewadahi segala kepentingan 
dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga 
saat ini sudah berjumlah sekitar 74.754 desa dan 
sekitar 8.430 kelurahan (Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015). Pelak-
sanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku 
dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan zaman, terutama antara lain 
menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, 
demokratisasi, keberagaman, partisipasi masya-
rakat, serta kemajuan dan pemerataan pem-

bangunan sehingga menimbulkan kesenjangan 
antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 
budaya yang dapat mengganggu keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir dalam rangka 
untuk menyempurnakannya. 

Menurut Riyanto (2015) Akuntabilitas adalah 
kewajiban untuk memberikan pertanggung-
jawaban atau menjawab dan menerangkan 
kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu 
unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak 
atau yang berwenang meminta pertanggung-
jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa 
setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyara-
kat desa, sesuai dengan peraturan perundang–
undangan dan merupakan hal yang penting 
untuk menjamin nilai–nilai efisiensi, efektivitas, 
dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa 
yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, 
hingga realisasi atau pelaksanaan. Transparansi 
adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan 
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 
daerah, dengan adanya transparansi menjamin 
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, 
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai. Untuk mendukung ke-
berhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam 
sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang 
dapat memengaruhi kedua aspek tersebut, 
(Cheng et al., 2002) menyebutkan bahwa 
kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pe-
merintahan turut mempengaruhi akuntabilitas 
dan transparansi pemerintah Desa, faktor yang 
tidak kalah pentingnya adalah sistem pe-
ngendalian dalam pemerintahan, disebabkan 
adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi 
pengambilan keputusan internal pemerintah 
Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas 
dan transparansi pemerintah Desa tersebut. 
Ditambahkan oleh Uddin dan Hopper (2001) 
bahwa pimpinan dalam sebuah organisasi 
memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem 
perencanaan (penganggaran desa) output yang 
dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat 
bagi masyarakat Desa. 

Pengamatan peneliti di lapangan khususnya di 
pemerintah Desa tingkat akuntabilitas dan 
transparansi masih sangat rendah, hal ini 
didukung dengan temuan yang dipaparkan oleh 
Indonesia Aksi-Corupption Forum (IACF 2010) 
yang menyebutkan potensi-potensi penyalah-
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gunaan dana Desa disebabkan oleh minimnya 
pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur 
pemerintah Desa dan sistem pengendalian 
intern. Teknologi informasi meliputi komputer 
(mainframe, mini, micro), perangkat lunak 
(software), database, jaringan (internet, intranet), 
electronic commerce, dan jenis lainnya yang 
berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 
2000), teknologi informasi selain sebagai 
teknologi komputer (hardware dan software) 
untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, 
juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi 
untuk penyebaran informasi, komputer sebagai 
salah satu komponen dari teknologi informasi 
merupakan alat yang bisa melipat gandakan 
kemampuan yang dimiliki manusia dan 
komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang 
manusia mungkin tidak mampu melakukannya. 
Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 
pemerintah Desa akan diberikan dana untuk 
dikelola guna membiayai penyelenggaraan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan masya-
rakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila 
mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah 
cukup jelas bahwa dana yang diberikan ke 
masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung 
berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah 
wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan 
tingkat kesulitan geografis, dana ini cukup besar 
untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna 
memperbaiki kesejahteraan warga di Desa 
masing-masing. 

Anggaran dana desa sebesar Rp. 46,9 Triliun 
yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat 
sebagai implikasi dari lahirnya Undang-Undang 
tentang Desa ini dinilai rawan korupsi dan dapat 
menyeret para kepala desa berikutnya ke 
penjara. Secara umum pemerintah Desa masih 
belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut 
sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelola-
an dana Desa. Di Desa Barowila misalnya, 
berdasarkan pengamatan peneliti pengetahuan 
masyarakat terutama pemerintah Desa tersebut 
masih minim dalam mengelola keuangan dana 
Desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah 
Desa terkait pengelolaan dana Desa masih belum 
mampu mengelola dana tersebut. Dengan 
variatifnya karakteristik Desa, kompetensi aparat 
desa dan regulasi yang relatif baru diduga 
terdapat cukup banyak potensi penyelewengan 
dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai 
dari proses perencanaan hingga tahap moni-
toring dan evaluasi. Anggaran desa yang 
diperoleh oleh setiap pemerintah desa yang 

cukup besar tersebut tentunya membutuhkan 
pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi 
penyelewengan, karena menurut pendamping 
Desa untuk wilayah di Kecamatan mungkin 
untuk penatausahaan dana Desa belum sepenuh-
nya sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah. 
Sehingga diperlukan peran perangkat Desa untuk 
membantu kepala Desa dalam mengelola dana 
Desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan 
dana Desa, tidak menutup kemungkinan adanya 
risiko terjadinya kesalahan baik bersifat admi-
nistratif maupun substantif yang dapat 
mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum 
karena belum memadainya kompetensi kepala 
Desa dan aparat Desa dalam hal penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 
Desa. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuanti-
tatif, yang banyak menggunakan angka, dimulai 
dari pengumpulan data, penafsiran data dan 
menampilkan hasilnya, selanjutnya penelitian ini 
dikategorikan sebagai Explanatory Research yaitu 
penelitian yang menjelaskan dan mempertegas 
hubungan anatara variabel independen terhadap 
variabel dependen. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh aparatur peme-
rintah Desa Barowila yang terdiri dari Aparatur 
Desa, Masyarakat dan Badan Pengawas serta 
Pendamping Desa sebanyak 48 orang. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, sumbernya adalah jawaban res-
ponden yang dibagikan ke 48 responden, data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-
buku, dokumen yang berhungan dengan variabel 
yang diteliti dan laporan-laporan. Pengujian 
kuesioner ini adalah uji validitas dan reabilitas, 
sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu 
hasil analisis regresi tersebut dikenai uji asumsi 
klasik, uji asumsi klasik tersebut merupakan 
asumsi yang mendasari suatu analisis regresi, hal 
ini berkaitan dengan keterkaitan variabel 
predikator dalam menjelaskan variabel yang 
diprediksi (Wijaya, 2010:514), uuji asumsi klasik 
meliputi uji multikololinearitas, uji autokorelasi, 
uji heteroskedastisitas dan uji normalitas, 
pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F atau 
secara simultan dengan dasar pengambilan 
keputasannya adalah nilai Sig < nilai α, maka 
hipotesis yang diajukan diterima, selanjutnya uji 
t atau secara parsial dengar dasar pengambilan 
keputusannya adalah nilai Sig < α, maka hipotesis 
yang diajukan diterima.  



http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022 (2767-2773) 

 

2770 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Tujuan digunakan persamaan regresi 
adalah untuk melakukan dugaan atau 
taksiran variabel tergantung yang disebab-
kan oleh variasi nilai variabel bebas, hasil 
uji regresi Linear Berganda dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Uji t 
 

             Sumber : data primer diolah Tahun 2022 
 

Tabel 2. Hasil Uji F 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 51,084 3 17,028 8,754 ,000b 
Residual 85,583 44 1,945   
Total 136,667 47    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

             Sumber: data primer diolah Tahun 2022 
 

Dari hasil uji regresi berganda diperoleh 
koefisien regresi, nilai thitung dan tingkat 
signifikansi sebagaimana ditampilkan pada 
tabel-tabel diatas, hasil Analisis Uji Regresi 
Linear Berganda disajikan pada tabel 3. 
sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Variabel 
bebas 

Koefisi
en 

regresi 
Thitung 

Signi-
fikan 

Ket. 

Transparansi 
(X1) 
Kompetensi 
(X2) 
Pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi 
(X3) 

0,129 
 

0,119 
 

0,106 

4,355 
 

2,760 
 

2,215 

0,000 
 

0,008 
 

0,032 

Signifikan 
 

Signifikan 
 

Signifikan 

Konstanta (a)  = 3,220 dengan t signifikan 
5,183 
R square       = 0,374 
R                  = 0,611a 

F hitung               = 8,754 

F signifikan = 0,000 
Standar eror = 1,394 

 
 
N = 48 
a = 0,05 

 

Berdasarkan data pada tabel 3. Per-
samaan regresi dapat dibuat adalah se-
bagai berikut: 
Y = a+b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Y = 3,220+ 0,129 X1 + 0,119 X2 + 0,106 X3 + 

1,394 
 

B. Pembahasan 
1. Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan 

Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap 
Akuntabilitas pemerintah Desa dalam 
pengelolaan dana Desa 

Hipotesis pertama yang diajukan pada 
penelitian ini adalah Transparansi, Kom-
petensi, dan Pemanfaatan teknologi Infor-
masi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap akuntabilitas pemerintah Desa 
dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.. 
Berdasarkan hasil uji t yakni hasil peng-
ujian simultan antara variabel independent 
terhadap variabel dependent menunjukkan 
nilai F 164,983 dengan nilai signifikansi 
0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai Fhitung 
positif berarti transparansi, kompetensi, 
sistem pengendalian internal, dan peman-
faatan teknologi informasi secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah Desa dalam 
pengelolaan dana Desa. Maka penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa transparansi, 
kompetensi, dan pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh positif dan signi-
fikan terhadap akuntabilitas pemerintah 
Desa dalam pengelolaan dana Desa di 
Barowila. 

 

2. Pengaruh Transparansi terhadap Akun-
tabilitas Pemerintah Desa dalam Penge-
lolaan Dana Desa 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian 
ini adalah transparansi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap akuntabilitas 
pemerintah Desa dalam pengelolaan dana 
Desa di Barowila.. Berdasarkan hasil uji t 
yakni hasil pengujian parsial antara 
variabel transparansi dengan akuntabilitas 
menunjukkan nilai thitung 2,454 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,016 lebih kecil 
dari 0,05. Nilai thitung positif berarti 
transparansi berpengaruh positif terhadap 

Coefficientsa 

Model 

Unstandar-
dized 

Coefficients 

Standar
-dized 
Coeffi-
cients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toleran
-ce 

VIF 

1 (Cons
-tant) 

16,68
8 

3,22
0 

 
5,18
3 

,00
0 

  

X1 -,560 ,129 -,546 -
4,35
5 

,00
0 

,905 1,10
5 

X2 ,329 ,119 ,333 2,76
0 

,00
8 

,979 1,02
1 

X3 ,234 ,106 ,278 2,21
5 

,03
2 

,906 1,10
4 

a. Dependent Variable: Y      
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akuntabilitas pemerintah Desa dalam 
pengelolaan dana Desa. Maka dalam pene-
litian ini dapat disimpulkan bahwa 
transparansi berpengaruh positif dan sig-
nifikan terhadap akuntabilitas pemerintah 
Desa dalam pengelolaan dana Desa di 
Barowila. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Muhammad Rosyidi 
(2018), dimana hasil yang diperoleh bahwa 
transparansi berpengaruh signifikan ter-
hadap akuntabilitas pemerintah Desa 
dalam pengelolaan dana Desa. Artinya se-
makin tinggi tingkat transparansi maka 
semakin baik pemerintah Desa dalam 
pengelolaan dana Desa. 

 
3. Pengaruh Kompetensi terhadap Akun-

tabilitas Pemerintah Desa dalam Penge-
lolaan Dana Desa 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian 
ini adalah kompetensi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap akuntabilitas 
pemerintah Desa dalam pengelolaan dana 
Desa di Barowila. Berdasarkan hasil uji t 
yakni hasil pengujian parsial antara 
variabel transparansi dengan akuntabilitas 
menunjukkan nilai thitung 3,899 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 
dari 0,05. Nilai thitung positif berarti 
transparansi berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pemerintah Desa dalam 
pengelolaan dana Desa. Maka dalam pene-
litian ini dapat disimpulkan bahwa 
transparansi berpengaruh positif dan signi-
fikan terhadap akuntabilitas pemerintah 
Desa dalam pengelolaan dana Desa di 
Barowila. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Muhammad Rosyidi (2018), dimana hasil 
yang diperoleh bahwa Kompetensi 
berpengaruh signifikan terhadap akun-
tabilitas pemerintah Desa dalam penge-
lolaan dana Desa. Artinya semakin banyak 
aparatur Desa yang memiliki kompetensi 
didalam bidangnya maka semakin tinggi 
tingkat kepercayaan pemerintah serta 
masyarakat terhadap pengalokasian dana 
Desa. Hal ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh arif 
widyatama (2017) dimana hasil yang di-
peroleh bahwa kompetensi aparatur 
pemerintah tidak berpengaruh secara sig-
nifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 
dana Desa.  

 

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Infor-
masi terhadap akuntabilitas pemerin-tah 
Desa dalam pengelolaan dana Desa 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian 
ini adalah Pemanfaatan Teknologi Infor-
masi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap akuntabilitas pemerintah Desa 
dalam pengelolaan dana Desa di Barowila.. 
Berdasarkan hasil uji t yakni hasil peng-
ujian parsial antara variabel pemanfaatan 
teknologi informasi dengan akuntabilitas 
menunjukkan nilai thitung 3,107 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil 
dari 0,05. Nilai thitung positif berarti 
pemanfaatan teknologi informasi ber-
pengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pemerintah Desa dalam pengelolaan dana 
Desa, maka dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh positif dan sig-
nifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah 
Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di 
Barowila. Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh ekasari sugiarti, ivan 
yudianto (2017), dimana hasil yang 
diperoleh bahwa pemanfaatan teknologi 
informasi berpengaruh positif dan signifi-
kan terhadap akuntabilitas pemerintah 
Desa dalam pengeloaan dana Desa. Artinya 
bahwa penggunaan teknologi informasi 
berupa komputer membantu aparatur 
Desa dalam pergelolaan dokumen-
dokumen Desa secara keseluruhan se-
hingga aparatur Desa mampu untuk meng-
input data secara lebih cepat daripada 
menggunakan cara manual. Wahyudi 
(2010) menyatakan bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi yang baik secara garis 
besar dapat memberikan dampak yang 
positif bagi pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah, teknologi informasi 
mempunyai kelebihan dalam keakuratan 
dan ketepatan hasil operasi datanya, 
pemanfaatan teknologi informasi juga akan 
mengurangi kesalahan yang terjadi, baik 
yang disengaja maupun tidak. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pem-

bahasan dalam penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Hasil penelitian ini secara simultan 

menunjukkan bahwa transparansi, kompe-
tensi, dan pemanfaatan teknologi informasi 
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secara signifikan berpengaruh terhadap 
akuntabilitas pememrintah Desa dalam 
pengelolaan dana Desa di Barowila. Artinya 
transparansi, kompetensi, sistem pengen-
dalian internal, dan pemanfaatan teknologi 
informasi yang baik dapat pula me-
ningkatkan akuntabilitas pememrintah 
Desa dalam pengelolaan dana Desa di 
Barowila. 

2. Transparansi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pemerin-
tah Desa dalam pengelolaan dana Desa di 
Barowila. Artinya semakin tinggi tingkat 
transparansi maka semakin baik pula 
pemerintah Desa dalam pengelolaan dana 
Desa di Barowila. 

3. Kompetensi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas pemerin-
tah Desa dalam pengelolaan dana Desa di 
Barowila. Artinya semakin banyak apara-
tur Desa yang memiliki kompetensi 
didalam bidangnya maka semakin tinggi 
tingkat kepercayaan pemerintah serta 
masyarakat terhadap pengalokasian dana 
Desa di Barowila. 

4. Pemanfaatan teknologi informasi ber-
pengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas pememrintah Desa dalam 
pengelolaan dana Desa di Barowila. Artinya 
bahwa penggunaan teknologi informasi 
berupa komputer membantu aparatur 
Desa dalam pergelolaan dokumen-
dokumen Desa secara keseluruhan se-
hingga aparatur Desa mampu untuk meng-
input data secara lebih cepat daripada 
menggunakan cara manual. 

 
B. Saran 

Adapun saran yang diajukan oleh penulis 
yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi pihak pemerintah Desa di harapkan 

untuk lebih menigkatkan kompetensi 
sesuai dengan tugas masing-masing apara-
tur Desa. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian dimana kompentensi merupa-
kan variable terendah dari pada variable 
yang lainnya. Sehingga aparatur Desa 
diharapkan melakukan pelatihan-pelatihan 
agar dapat meningkatkan kompetensi di 
dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Bagi penelitan selanjutnya diharapkan 
menambah variable lainnya yang mem-
pengaruhi akuntabilitas pemerintah desa 
dalam pengololaan dana desa serta 
memperluas wilayah objek penelitian. 
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